Menghindari Penyalahgunaan Dana Desa, DPMPD Kotabaru Berikan Sosialisasi
kepada 198 Kepala Desa

Sumber gambar:
https://redkal.com/2023/06/07/menghindari-penyalahgunaan-dana-desa-dpmpd-kotabaru-berikan-

sosialisasi-kepada-198-kepala-desa/

Pemerintah Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan melalui Dinas
Pemberdayaan Masyakat dan Desa ( DPMD ) memberikan sosialisasi Penggunaan dan
Pengawasan dana desa tahun 2023. Kegiatan ini diikuti oleh 198 orang kepala desa dari
22 kecamatan sekabupaten kotabaru. Selama kegiatan berlangsung kepala desa
mendapatkan materi dari narasumber terdiri dari Kapolres Kotabaru dan Inspektorat
Kotabaru, Kepala Bagian Hukum Setda Kotabaru. Kejaksaan Negeri Kotabaru,
Sekretariat Daerah Kotabaru, DPMPD Kotabaru.

Dalam kesempatan tersebut Asisten | Bidang Pemerintahan dan Kesra Drs.
Minggu Basuki dalam Mewakili Bupati Kotabaru secara resmi membuka kegiatan
Sosialisasi Pengawasan Penggunaan Dana Desa Sekabupaten Kotabaru menyampaikan,
Program Dana Desa merupakan salah satu Implementasi Nawacita Pemerintah Indonesia
yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat Daerah dan Desa dalam
rangka Kesatuan Negara Republik Indonesia.

"Kita sosialisasikan lagi peraturan Perundang-undangan yang telah ada, dengan
harapkan penggunaan dana desa Tahun Anggaran 2023, sesuai dengan ketentuan ada,"
kata asisten satu bidang kepemerintahan dan kesra Minggu Basuki di Kotabaru, Rabu.

Minggu Basuki menjelaskan, kegiatan ini sebagai upaya untuk mewujudkan
penyaluran dan pengelolaan dana desa diperlukan pengawasan pengelolaan keuangan
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desa sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 73 Tahun 2020, tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan desa.

Program dana desa merupakan salah satu implementasi Nawacita Pemerintah
Indonesia yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan
desa dalam rangka Kesatuan Negara Republik Indonesia.

"Dalam rangka pengembangan wilayah pembangunan desa dapat ditingkatkan
dengan pemberdayaan ekonomi lakal, penciptaan akses transportasi lokal ke wilayah
pertumbuhan dan percepatan pemenuhan infrastruktur dasar dengan tujuan untuk
mewujudkan kemandirian masyarakat. Katanya

la juga menambahkan, prioritas penggunaan dana desa juga telah diatur dalam
peraturan Menteri Desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi Nomor 8
Tahun 2022.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Basuki
menjelaskan, Kegiatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

"Adapun dasar hukum kegiatan sesuai dengan Peraturan Mendagri Nomor 20
tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dengan tujuan agar Kepala Desa dalam
penggunaan dana desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak bermasalah
dengan hukum," jelas Basuki

Kegiatan ini dihadiri, Ketua DPRD Kotabaru, Asisten | Setda Kotabaru,
Forkopimda Kotabaru, dan Dinas terkait , Camat dan Kepala Desa se Kabupaten
Kotabaru.
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Catatan:
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa
Tahun 2022

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara
yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja
daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan,

pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
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BAB Il PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 5

(1) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf
a diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa.

(2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan
untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui:

a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;

b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan

c. mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan Desa.

Pasal 6

(1) Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a diprioritaskan untuk
pencapaian SDGs Desa:

a. penanggulangan kemiskinan, untuk mewujudkan Desa tanpa kemiskinan;

b. pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan
usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk pertumbuhan ekonomi
Desa merata; dan

c. Pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan
dikelola badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk
mewujudkan konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.

(2) Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b diprioritaskan untuk
pencapaian SDGs Desa:

a. pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengelolaan teknologi
informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk
pembangunan Desa;

b. pengembangan Desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;

c. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani untuk mewujudkan Desa tanpa
kelaparan;

d. pencegahan stunting untuk mewujudkan Desa sehat dan sejahtera; dan
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e. Pengembangan Desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat
secara menyeluruh dalam pembangunan Desa.
(3) Penggunaan Dana Desa untuk mitigasi dan penanganan Bencana Alam dan Nonalam
sesuai dengan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf
c diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
a. mitigasi dan penanganan bencana alam;
b. mitigasi dan penanganan bencana nonalam; dan
c. mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana
Desa;
(4) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf ¢

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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